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Abstract

District autonomy has given a great deal of opportunities
for society and provincial goverment in order to realize an ideal
society which is represented by its justice and prosperity for
everybody. This is populerly called “civil society”. To realize
this, it requires to develop human resources. This is done by
empowering society to have self inner dynamic through educa-
tion and maximize the function of Islamic eduation, especially
its potential development. Therefore, it is crucial to improve
human resources which are directed into three aspects: quality
improvement of eduation, quality improvement of moral
eduation in the first level, and educating and training which
are directed to empower society.

Kata Kunci : Pendidikan, masyarakat madani, otonomi daerah

I. PENDAHULUAN"

Otonomi daerah sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor
22 Tahun 1999 telah dilaksana-kan sejak tanggal 1 Januari 2000. Sejak saat
itu, wacana otonomi daerah mengemuka dengan berbagai dilema baru yang
perlu dicari solusinya sejalan dengan perkembangan politik dalam era
reformasi, menghadapi era globalisasi, utamanya perdagangan bebas di
kawasan Asian 2003 dan kawasan Asia-Pasifik 2010, yang ditandai oleh
persaingan ketat dalam menentukan jati dir bangsa di tengah-tengah kehidupan
bangsa-bangsa di dunia. Otonomi daerah diartikan sebagai kewenangan daerah
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyara-kat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
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Pengertian otonomi daerah bagi pembangunan regional adalah hak
mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom, bersumber dari
wewenang pemerintah pusat yang diserahkan kepada daerah. Dalam
pelaksanaannya, otonomi lebih memberikan peluang atas prinsip-prinsip
demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, dengan
memperhatikan potensi dan keragaman budaya daerah. Sebagian kewenangan
pemerintah pusat diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi
disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana
serta sumber daya manusia (SDM) sesnai dengan batas-batas kewenangan
yang diserahkan. Implementasi kebijakan otonomi daerah dalam upaya
menjawab tuntutan lokal dan desakan kecenderungan arus global perlu
diwaspadai mengingat kondisi dalam masa transisi yang labil berpotensi
menimbulkan konflik horizontal dan perpecahan. Kekhawatiran ini karena
masyarakat tidak terbiasa untuk berbeda pendapat dan berargumen secara
baik, utama-nya realitas perbedaan pendapat dan arogansi kekuasaan.

Pada masa orde baru, politik menjadi panglima. Segala kegiatan terma-suk
pendidikan diarahkan kepada tercapainya tujuan politik. Kecenderungan
politik, ekonomti dan budaya berpengaruh dan mema-suki dunia pendidikan.
Pendidikan tidak difungsikan untuk tercapainya kesejahteraan rakyat, dan
tidak diorientasikan bagi kebutuhan pasar, tetapi kebutuhan politik. Penerapan
metodologi pendidikan cenderung ke cara-cara indoktrinasi sejak dan tingkat
sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Kebebasan dan kemerdekaan berpikir,
kemampuan berpikir alternatif, kritis, kreatif, inovatif dihambat dan tidak
mendapatkan peluang untuk berkembang, karena politik sebagai panglima
pada masa itu sengaja tidak menciptakan kondisi yang berseberangan dengan
tercapainya tujuan politik yang sangat merugikan bagi berkembang dan
meningkatnya kualitas SDM yang menghargai hak-hak asasi warganegara.

Memasuki masa reformasi dengan pengalaman-pengalaman masa lalu
yang telah membentuk masyarakat dan budaya Indonesia yang kini tengah
mengalami krisis, dipertukan adanya kesepakatan bersama tentang bentuk
masyarakat Indonesia baru, yaitu snatu masyarakat yang adil dan makmur
dengan supremasi hukum bagi semua orang. Kehidupan masyarakat seperti
itu adalah kehidupan “masyarakat madani” ebagai bentuk masyarakat ideat
dari suatu masyarakat yang demokratis, berkedaulatan rakyat, dan berkeadilan
bagi seluruh anggotanya. Setiap anggota memiliki kebebasan dan kemerdekaan
berpikir, hak dan kewajiban yang sama dalam mewujudkan cita-cita bersama,
yang menghormati hak-hak asasi manusia. Masyarakat madani adalah
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masyarakat yang menjunjung tinggi suprernasi hukum, dimana setiap anggota
memiliki kedudukan sama atas pertindungan hukum.

Dalam kehidupan masyarakat madani terdapat keseimbangan dinamis
antara tatanan sosial dan otonomi individual. Adanya peluang dan kesempatan
bagi setiap individu untuk mengembangkan otonomi dirinya, maka setiap
anggota dapat diharapkan mampu mem-berikan kontribusi yang sangat
bermanfaat bagi berkembangnya tatanan kehidupan sosial sebagaimana
diinginkan. Tatanan sosial yang memberikan kesempatan bagi berkembangnya
otonomi individu adalah tatanan sosial yang dikontrol oleh para anggotanya.

Era globalisasi menyadarkan bangsa kita untuk melihat ke masa depan
yang penuh dengan tantangan dan persaingan. Kebijakan pembangunan
nasional dengan berpegang pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999,
tentang Otonomi Daerah membawa perubahan strategik pada peningkatan
kualitas SDM yang sangat diperlukan bagi setiap daerah untuk dapat bersaing
secara positif dengan daerah lain. Pendidikan merupakan pilar utama untuk
mengimplikasikan keinginan tersebut yang memerlukan waktu relatif lama dan
biaya cukup besar.

Pada permulaan orde baru, pemerin-tah telah banyak membangun
gedung-gedung sekolah, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan
tinggi. Tetapi sasarannya lebih banyak menekankan kepada pembangunan
material, belum mengacu kepada pembangunan pendidikan yang berorien-tasi
kepada mutu lulusan. Sebaliknya kehidupan masa depan menuntut manusia
unggul yang mampu menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Tuntutan reformasi
politik, ekonomi, sosial, dan sistem pemerintahan tidak akan membuahkan
hasil kecnali melalui reformasi pendidikan. Krisis multi dimensi yang melanda
bangsa dan negara kita tidak hanya disebabkan oleh krisis ekonomi, sosial
dan politik, tetapi juga oleh adanya kxisis dalam sistem pendidikan nasional.

Pendidikan adalah aset masa depan dalam membentuk dan meningkatkan
kualitas SDM. Otonomi daerah yang dimantapkan dengan Undang-Undang
Nomor 22 dan 25 Tahun 1999, merupakan upaya pemerintah pusat dalam
memberdayakan daerah sebagai bagian dari usaha mempercepat pembangunan
dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pendidikan adalah permasalahan besar-
yang menyangkut nasib dan masa depan bangsa dan negara. Untuk membantu
mewujudkan kesiapan SDM dalam arti pemberdayaan potensi masyarakat,
pendidikan harus mengambil peran mutlak. Semua kegiatan pendidikan batk
melalui jalur sekolah, keluarga, maupun masyarakat perlu diarahkan untuk
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mewujudkan individu ataupun masyarakat yang cerdas, terampil, mandiri,
bertaqwa dan berdaya saing dalam menghadapi berbagai tantangan dan
perma-salahan kehidupan dalam era globalisasi sekarang ini. _

Kekayaan sumber daya alam (SDA) tidak akan ada artinya bagi
kehidupan suatu masyarakat apabila tidak diolah oleh tenaga-tenaga terdidik
yang berkualitas. Yang dimaksud manusia berkualitas bukan berarti harus
berpendidikan tinggi, tetapi manusia yang mampu bekerja secara profesional,
dalam arti memiliki pengetahuan, kemampuan, dan kesediaan (niat)
mengab-dikan diri mengolah bumi dan sumber daya lainnya anugerah Tuhan
yang terdapat di daerah untuk lebih berhasil guna sehingga seluruh sumber
daya dapat difungsi-kan secara efektif-efisien dan rasional untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan kata kunci dalam otonomi daerah,
karena hanya daerah yang masyarakatnya memiliki daya dan kemampuan
untuk mengolah, menumbuh-kembangkan, dan memanfaatkan peluang dan
sumber daya yang ada yang akan mampu mandiri dalam mengelola otonomi
daerah. Pemberdayaan mengandung makna membangunkan potensi dan
kekuatan masyarakat, agar mereka mampu bersaing menghadapi tantangan
dan permasalahan kehidupan individual dan sosial. Suatu tantangan dan
hambatan yang datang silih berganti dalam kehidupan bersama. Masyarakat
dituntut memiliki kekuatan dalam diri sendiri (inner-dynamic). Kepercayaan
sepenuhnya harus diberikan kepada masyarakat untuk membangun dirinya
sendiri dan lingkung-annya.

Pola peningkatan kualitas SDM untuk memberdayakan masyarakat di
daerah bukan merupakan kegiatan yang sifatnya “menunggu petunjuk dari
atas” (top-down intervention) yang kurang atau bahkan tidak menghargai
potensi, aspirasi, kreasi dan inovasi masyarakat untuk mem-bangun diri sendiri
(swadaya). Tetapi sebaliknya yang diperlukan adalah pola pemberdayaan
yang sifatnya tumbuh dan berkembang dari bawah (bottom-up interven-
tion) yang mengakui dan menghargai potensi dan kemampuan masyarakat
untuk memenuhi kebutuhannya, memecahkan permasalahan yang dihadapinya,
serta mampu melakukan usaha-usaha produktif dan inovatif melalui prinsip
swadaya dan kebersamaan. Human investment melalui pendidikan bermutu
akan dapat melahirkan SDM berkualitas, yang pada gilirannya membawa
masyarakat bangsa Indonesia dapat bersaing dalam konteks kerjasama dengan
bangsa-bangsa lain di dunia terutama di Asia tanpa kehilangan martabatnya.
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Bangsa Indonesia memiliki kekayaan SDA lebih besar dibandingkan dengan
negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Tetapi kita telah
jauh tertinggal, karena mereka memiliki kualitas SDM lebih baik dibandingkan
yang kita miliki.

II. FUNGSIPENDIDIKAN ISLAM DALAM PENGEMBANGAN
POTENSI

Manusia diciptakan Tuhan dengan bekal seperangkat potensi (sumber
daya) agar survival meniti jalan hidup di dunia sebagai persiapan kehidupan
di akherat. Potensi diri dapat tumbuh berkembang dengan baik bila berorientasi
pada “dua sisi kehidupan”, yaitu dunia dan akherat. Tidak melebihkan
keperluan hidup di dunia karena melupakan akherat, dan tidak pula melebihkan
akherat karena melupakan kehidupannya di dunia. Kecenderungan memilih
salah satu sisi kehidupan dengan melupakan sisi kehidupan lainnya akan
menyebabkan seperangkat potensi dalam diri seseorang tidak dapat
berkembang serasi, yang pada giltrannya merugi-kaan manusia itu sendiri baik
secara individual maupun sosial. Berorientasi pada “dua sisi kehidupan™
merupakan keharusan, karena manusia ditaqdirkan meniti kehidupan di dunia

_danmenyiapkan diri dalam kehidupan di hari kemudian. Firman Allah dalam

surat A-Qashash, ayat 77:

“Dan carilah dari apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu
negeri akherat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dart dunia, dan
berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan
janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak
menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” !

Berpegang teguh pada orientasi dua sisi kehidupan “dunia-akherat” telah
dimulai sejak tahap awal kehidupan manusia, yaitu ketika bayi masih dalam
kandungan. Kehidupan seorang bayi dalam kandungan ditaqdirkan oleh Tuhan
menghadapi “dua sisi kehidupan”, yaitu kehidupan dalam kandungan dan
kehidupan di dunia setelah dilahirkan.. Seperangkat potensi dibekalkan olch
Tuhan kepada bayi untuk menghadapi “dua sisi kehidupan” yang tak
terpisahkan. Bayi akan tumbuh-berkembang dengan baik apabila berpegang
teguh pada orientasi “dua sisi kehidupan”. Melebihkan kepertuan hidup dalam
kandungan karena melupakan dunia, atan sebaliknya melebihkan kehidupan
dunia karena melupakan kehidupan dalam kandungan akan berakibat fatal
bagi kehidupan bayi itu sendiri. Taqdir tak dapat ditolak, tetap: tagdir menjadi
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